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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b be
ت Ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha Kh ka dan ha
د Dal D de
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra R er
ز Zai Z zet
س Sin S es
ش syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
xi
غ gain G ge
ف Fa F ef
ق Qaf Q qi
ك Kaf K ka
ل Lam L el
م mim M em
ن nun N en
و wau W we
ه Ha H ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى Ya Y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah A a
ا kasrah I i
ا ḍammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,






ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas





 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَراﻷ ْط ِلَﺎﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا َُﺔﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡﻌﻧ: nu“ima
 ّوُﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
Contoh:
 ِّﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
xiv
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
xv
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
xvi
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam




SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : FACHRIA MUNTIHANI
NIM : 10300113162
JUDUL : IMPLEMENTASI UU NO. 35 TAHUN 2014 DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN
ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN (Studi Kasus Di
PN. Sungguminasa)
Penelitian ini berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkananak sebagai pelaku dan korban. Pokok masalah tersebut dibagi ke dalam beberapasub masalah atau pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimana aturan hukum mengenaiperlindungan anak di Indonesia?, 2) Bagaimana Implementasi UU No. 35 Th. 2014dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dankorban?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana kekerasanseksual yang melibatkan anak?.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research)dengan pendekatan penelitian yaitu: Perundang-undangan, sosiologis, dan teologis-normatif. Sumber data penelitian ini adalah Hakim anak Pengadilan NegeriSungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi, wawancara, dan telaah dokumen. Teknik pengolahan data dilakukandengan mengupumpulkan data, diolah secara kualitatif dan dideskripsi baik dengancara menjelaskan, menguraikan, ataupun memberikan gambaran permasalahan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenaiperlindungan anak di Indonesia dibahas pada UU No. 35 tahun 2014 tentangperlindungan anak yang memberikan penjelasan mengenai perlindungan anak secarajelas, baik hak, kewajiban dan segala hal yang berhubungan dengan anak.Implementasi dari UU No. 35 tahun 2014  dalam kasus kekerasan seksual yangmelibatkan anak di PN SUngguminasa dilaksanakan sesuai dengan aturan yangberlaku. Pelaku ataupun korban anak telah diberikan perlindungan sesuai ketentuanyang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara ketetapan dalam undang-undang danimplementasinya, maka hal tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan denganberbagai pertimbangan. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual yang melibatkananak dikategorikan jarimah yang dihukum dengan ta’zir. Hukuman ta’zir inidiberikan berupa penjilidan yang jumlah jilidnya ditentukan oleh pemerintah dantidak lebih dari sepuluh kali dera. Selain itu takzir juga memberikan hukuman ta’ziryang hukumannya lebih ringan dari hukuman hadd.Implikasi dari penelitian ini antara lain: perlu adanya pemberian sosialisasitersistematis dan berkesinambungan yang melibatkan setiap elemen masyarakatmengenai kekerasan seksual, serta pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaanantara hukum positif dan hukum Islam mengenai masalah kekerasan seksual agarmasyarakat memahami secara benar mengenai hal ini karena keduanya bertujuanuntuk memperbaiki masa depan anak.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkara tindak pidana kesusilaan merupakan perkara yang terkait dengan hal-
hal yang berhubungan dengan kesusilaan.1 Dalam praktiknya, tindak pidana
kesusilaan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sopan santun,
adat istiadat, norma yang baik dan kelakuan yang baik. Hal ini sesuai dengan
pengertian dasar dari kata tersebut yaitu susila yang berarti adat istiadat yang baik,
sopan santun, kesopanan, dan keadaban.2 Berdasarkan defenisi tersebut maka tindak
pidana kesusilaan berarti tindak pidana yang berhubungan dengan sopan santun,
norma, serta adat istiadat.
Tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat
universal karena hampir semua negara mengatur masalah ini. Namun demikian,
terdapat pandangan yang berbeda menganai hal ini karena tindak pidana kesusilaan
dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku dalam
masyarakat yang dibatasi oleh waktu dan tempat.
Lobby Lukman mengungkapkan bahwa kejahatan kesusilaan terbagi atas dua
bagian, yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks dan perbuatan-
perbuatan yang tidak berhubungan dengan seks. Perbuatan kesusialaan yang
berhubungan dengan seks dimaksud  adalah perbuatan yang berhubungan dengan
1Hukum Pidana 1, “Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan”, Blog Hukum Pidana 1. http://
hukumpidana1.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html?m=1 (21 Maret
2016).
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; Jakarta:
PT Balai Pustaka, 2001), h. 1110.
2istilah sosiologis. Masyarakat mengenal  perbuatan kesusilaan sebagai  perbuatan
yang berhubungan dengan seks, seperti pelacuran, homoseksual, pemerkosaan,
pencabulan, lesbian, dan lain-lain.3
Pada dasarnya kejahatan kesusilaan yang dibahas dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana memang membahas mengenai seksualitas. Hal ini tertuang
pada pasal  281 hingga 303 yang hampir semuanya membahas mengenai seksualitas.
Ada beberapa bentuk dari kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan
seksualitas, yaitu a. Pornografi dan pornoaksi, b. Perzinahan, c. Pemerkosaan, d.
Pelacuran, dan e. Pencabulan.
Dewasa ini banyak terjadi kasus kejahatan kesusilaan yang berhubungan
dengan seksualitas. Kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksalitas ini
bukan hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Anak-anak
yang belum paham mengenai seksulitas menjadi korban kejahatan. Lebih
memprihatinkan lagi karena banyak kasus kejahatan kesusilaan yang pelakunya
adalah anak-anak. Salah satu kasus kejahatan kesusilaanan yang berimplementasi
pada seksualitas adalah kekerasan seksual.
Komisi perlindungan anak di Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI)
mencatat 42-58% kasus yang melibatkan anak adalah kasus kekerasan seksual yang
terjadi pada tahun 2010-2014. Bahkan pada bulan januari hingga april 2014, terjadi
600 kasus kekerasan seksual dengan 137 kasus di antaranya dilakukan oleh anak.4
3Lobby Lukama, Delik Kesusilaan (Makalah Lokakarya 1995); dikutip dalam Firotull
Amaliah HF, Kejahatan Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis
Putusan Nomor 401/pid.B/2007/PN.Jak.Sel), (Jakarta; 2009), h. 32. http://repository.
uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/FirotulAmaliahHF-FSH_Norestriction-2.pdf (21 Maret 2016).
4Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), h. 5.
3Selain data dari KPAI, beberapa waktu lalu media memberitakan terjadinya
kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak perempuan berinisial YY  (13 tahun)
yang meninggal setelah diperkosa oleh 14 orang pemuda sepulang sekolah. Dari
berita yang beredar di media, diketahui bahwa 8 orang di atara pelaku adalah anak di
bawah umur, yakni usia 9 hingga 14 tahun. Tidak lama kemudian, media kembali
menyiarkan berita mengenai kasus kekerasan seksual terhadap seorang gadis yang
para pelakunya menjejalkan gagang cangkul pada kemaluan korban. Para pelaku
terdiri atas 3 orang yang salah satunya masih berusia 15 tahun.
Bukti lain mengenai maraknya kekerasan seksual juga dapat diketahui dari
kasus yang terjadi di Kediri, Jawa timur. Berdasarkan penyelidikan yang telah
dilakukan diketahui bahwa 17 dari 58 anak di bawah umur  tercatat telah menjadi
korban pemerkosaan dengan motif pemberian obat anti hamil serta tontonan dewasa.
Dari semua korban tersebut hanya 5 orang yang melapor ke pihak berwajib.5 Pada
tahun 2013, Kasus kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Gowa, lebih tepatnya
di desa Kalebarembeng, kecamatan Bontonompo. Pelakunya adalah lima orang anak
dengan usia 12 hingga 14 tahun, sedangkan korbannya adalah anak dengan usia 12
tahun.6 Kemudian pada tahun 2017, tepatnya bulan Mei, kembali terjadi kasus
kekerasan seksual yang pelaku dan korbannya adalah anak berusia 14 tahun.7
5Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, h. 3-4.
6Pengadilan Negeri Sungguminasa, “Putusan No.116-Pid.Sus/2013/PN.SUNGG”, official
Website Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/pn-
sungguminasa/direktori/pidana-khusus/anak.html (19 Maret 2017).
7Pengadilan Negeri Sungguminasa, “Putusan No.8-Pid.Sus-Anak/20137PN.Sgm”, official
Website Pengadilan Negeri Sungguminasa, https://putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/pn-
sungguminasa/direktori/pidana-khusus/anak.html (20 Juni 2017).
4Peristiwa-peristiwa di atas memberi pemahaman bahwa anak-anak yang
diharapkan menjadi penerus bangsa malah menjadi sasaran empuk kejahatan  atau
pun menjadi pelaku kejahatan yang menakutkan. Pelaku kejahatan merasa bahwa
anak-anak dapat dijadikan salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual
karena dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut adalah
tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan pelaku.8
Pentingnya kedudukan anak dalam kehidupan ini telah ditegaskan oleh Allah
dalam Q.S Al-Kahfi/18:46 bahwa anak-anak adalah perhiasan dunia dan sangatlah
berharga:
                           
Terjemahnya:
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan  dunia tetapi amalan- amalanyang kekal lagi saleh adalah  lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebihbaik untuk menjadi harapan.9
Berdasarkan ayat ini,  dapat diketahui bahwa anak-anak  merupakan hal yang
sagat berharga dan harus diberikan perlindungan. Perlindungan anak diartikan
sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan
anak secara wajar baik  fisik, mental maupun sosial.10 Dalam UU No. 35 tahun 2014
8Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Islam (Makassar: Alauddin
University Press, 2012), h. 169.
9Kementerian Agama RI, Terjemahan Tafsir Perkata (Bandung: Sygma Creatif Media Corp,
2010), h. 299.
10Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 33.
5tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.11
Perlindungan yang diberikan ini tentu saja diharapkan tidak membatasi anak-
anak apa lagi sampai membuat anak tersebut bergantung pada orang lain.
Perlindungan ini diberikan oleh orang tua dan juga negara. Pernyataan ini selaras
dengan firman Allah dalam Q.S Al-Taūbah/9:71
                                                         
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebaian mereka adalahmenjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ituakan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.12
Pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan kepada anak-anak.
Diantaranya UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, KEPPRES RI No.
77 tahun 2003 tentang Komisi Pelindungan Anak Indonesia, UU No. 11 tahun 2012
11Republik Indonesia, Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab I, pasal 1.
12Tafsirq, “Q.S At- Taubah ayat 71”, Blog Tafsirq. http://tafsirq.com/9-at-taubah/ ayat =71
#tafsir-quraish-shihab.html (22 Maret 2017).
6tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU
No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keseluruhan dari UU ini berfungsi
untuk melindungi anak-anak dalam segala bentuk perbuatan tidak manusiawi yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Termasuk jika anak-anak
tersebut terlibat dalam hukum, baik sebagai korban, saksi, ataupun tersangka.
Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa negara telah menegaskan
melalui UU mengenai perlakuan terhadap anak yang seharusnya. Namun, kenyataan
menunjukkan pula bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak dari hari ke hari
semakin banyak dengan motif yang beragam, terutama dalam kaitannya dengan
kekerasan seksual. Realitas ini tentunya menjadi suatu pertanyaan besar karena terjadi
kesenjangan antara harapan yang ingin diciptakan oleh keberadaan UU dengan
peristiwa-peristiwa nyata di dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk
melakukan penelitian terhadap implementasi UU yang dimaksud.
Hal penting yang lain adalah bahwa negera Indonesia tidak hanya mengenal
hukum nasional, tetapi juga hukum Islam. Walaupun Hukum Islam bukanlah hukum
yang dianut oleh negara kita, namun sering kali terjadi kesinambungan antara hukum
Islam dengan hukum nasional dalam menghadapi masalah kejahatan yang terjadi.
Oleh karena itu, untuk masalah kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini marak
terjadi,  perlu pengkajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam menanggapi
hal tersebut.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian ini berfokus pada, yaitu 1. Pengertian Implementasi, 2. UU NO. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 3. Kekerasan Seksual, 4. Anak sebagai
Pelaku dan Korban tindak pidana. Adapun Deskripsi dari fokus penelitian yaitu:
71. Pengertian Implementasi
Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
pelaksanaan atau pun penerapan. impelementasi berarti penerapan atau pelaksanaan
suatu hal yang telah dirancang dan  memiliki tujuan. Dalam kaitannya dengan
penelitian yang penulis lakukan, implementasi yang dimaksudkan adalah
implementasi atau penerapan atau pelaksanaan UU No. 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai
pelaku dan korban
2. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
UU No. 35 tahun 2014 adalah UU yang membicarakan mengenai
perlindungan anak. Dalam UU ini dibahas mengenai hak dan kewajiban anak dalam
berbagai aspek kehidupan. UU ini juga membahas mengenai orang-orang ataupun
lembaga-lembaga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak.
Serta bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak dari segala
aspek.
3. Kekerasan Seksual
Kekerasan Seksual adalah tindakan pemaksaan, tipu muslihat, perbudakan,
penyiksaan ataupun eksploitasi yang berkonotasi pada seksulitas. Kekerasan seksual
di sini adalah kekerasan seksual terhadap anak yang akan dibahas berdasarkan sudut
pandang Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum positf kekerasan seksual
terhadap anak diatur dalam perundang-undangan sedangkan dalam Hukum Islam
yang merupakan hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya ang dibawa
8oleh seorang nabi13, ketentuannya terdapat pada nash baik itu Al-Quran maupun
sunnah.
4. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana
Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang belum berusia 18
tahun dan belum kawin, sedangkan dalam hukum Islam anak adalah orang yang
belum mimpi bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan serta belum berusia 15
tahun. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang disangka, didakwa, atau
dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.14 Sedangkan anak sebagai korban
tindak pidana adalah anak yang menjadi objek suatu kejahatan atau pun pelanggaran.
5. Hukum Pidana Islam
Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminalyang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang
terperinci dari AlQuran dan Hadis.15 Tindakan-tindakan yang maksud adalah
tindakan-tindakankejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan
yang melawan aturan perundang-undangan.16
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka penulis
memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah hal yang sangat luas pembahasannya.
13Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1999), h. 31.
14Abdul rahman Kanang, Perlindungan (Hukum dan Hak Konstitusional Anak Perspektif
Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam) (Makassar: Alauddin University Press, 2011),
h. 127
15Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, h. 81.
16Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Cet. II: Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.
9Untuk itu, penulis memberikan batasan masalah pada hal yang lebih khusus, yakni
kekerasan seksual sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana aturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi UU No. 35 tahun 2014 dalam tindak pidana
kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban di PN
Sungguminasa?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual
yang melibatkan anak?
D. Kajian Pustaka
1. Ivo Noviana dalam jurnalnya “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak
dan Penangananya”. Isi ringkasannya yaitu Kasus kekerasan seksual terhadap
anak menjadi fenomena gunung es kebanyakan anak yang menjadi korban
kekerasan seksual enggan melapor. Dampak dari Kekerasan seksual terhadap
anak bisa berdampak panjang baik itu dampak pada kesehatan maupun
trauma. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-
anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap
orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization);
merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization).
Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual
haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti
keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, dalam memberikan
perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi
sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan
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yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong
perilaku yang tepat dalam masyarakat.17
2. Abdul Rahman Kanang, dalam bukunya “Hukum Perlindungan anak dari
Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”.
Dalam buku ini dibahas menganai perlindungan anak dari praktik eksploitasi
seks komersial anak (ESKA) yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan hangat
diberbagai media. Baik dalam bentuk anak yang dilacurkan, pernografi anak,
perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, maupun
perkawinan anak di usia muda. Buku ini memberika pembahasan lengkap
mengenai teori perlindungan anak, serta asas dan prinsip perlindungan anak
baik dalam hukum Nasional maupun hukum Internasional.
3. Dadang Hawari, dalam bukunya “Kekerasan seksual Pada Anak”. Dalam
buku ini dibahas mengenai kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada
anak yang akhir-akhir ini mencuat kepermukaan. Kasus-kasus ini baik yang
terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini juga membahas
mengenai dampak buruk dari kekerasan seksual, pencegahan kekerasan
seksual pada anak, serta tuntunan agama mengenai kekerasan seksual
terhadap anak.
4. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, dalam bukunya “ Darurat Kejahatan
seksual”. Dalam buku ini dibahas mengenai kasus-kasus kejahatan seksual
yang terjadi selama ini, bagaimana hak asasi manusia memberikan
perlindungan, hukum pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual, alternatif
17Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangananya,” Sosio
Informa, vol. 01 no. 1. (Januari–April2015), h. 13. http://ejournal.kemsos.go.id/ index.
php/sosioinforma/article/download87/55 (diakses 19 Desember 2016).
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penyelesaian masalah kejahatan seksual, analisis terhadap PERPU No. 1
tahun 2016. Buku ini bisa dijadikan referensi yang tepat karena membahas
mengenai kekerasan seksual pada anak maupun perempuan yang sedang
marak terjadi.
5. Maidin Gultom dalam buku “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Dalam buku ini dijelaskan
mengenai hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak, sistem
peradilan pidana bagi anak, serta perlindungan anak dalam setiap tahap
pengadilan.
6. Hamzah Hasan dalam buku “Kejahatan Kesusilaan Perspektif  Hukum Pidana
Islam”. Buku ini memberikan penjelasan mengenai kejahatan-kejahatan
kesususilaan dalam Perspektif hukum Islam. Baik itu mengenai Pornografi
dan pornoaksi, zina, pencemaran nama baik, perbuatan cabul dan kejahatan
terhadap janin. Buku ini juga dilengkapi penjelasan mengenai bentuk
hukuman dari kejahatan kesusilaan tersebut serta dasar hukum Islam baik itu
berupa ayat Al-Quran maupun Hadits.
7. Abintoro Prakoso dalam “Hukum Perlindungan Anak”. Buku ini memberikan
penjelasan secara jelas mengenai perlindungan terhadap anak. perjelasn-
penjelasn tersebut baik berupa asas perlindungan anak, ruang lingkup
perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, serta segala hal yang terkait
mengai perlindungan anak.
Jurnal, atau pun buku-buku di atas membahas mengenai dampak dan
penanganan dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuk
Pelecehan seksual, pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pelecehan
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seksual, kasus-kasus kejahatan seksual, serta perlindungan hukum terhadap anak.
Sedangkan pada penelitian ini fokus bahasannya mengenai UU No. 35 tahun 2014
tentang perlindungan terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual serta pandangan
hukum Islam mengenai kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak.
E. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk:
a. Mengetahui aturan hukum mengenai Perlindungan Anak di Indonesia.
b. Mengungkap Implementasi UU No. 35 tahun 2014 dalam kasus kekerasan
seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban.
c. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus kekerasan seksual yang
menjadikan anak sebagai pelaku dan korban.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan
pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum, khususnya Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan. Serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai masalah
perlindungan anak dari kekerasan seksual menurut Hukum Nasional atapun Hukum
Islam .
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan evaluasi terkait
penerapan UU No. 35 tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan
anak sebagai pelaku ataupun korban, sehingga dapat membantu mengurangi





Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti
pelaksanaan atau pun penerapan.1 Terdapat beberapa pengertia mengenai implentasi
yang dikemukakan oleh para ahli2, yaitu:
1. Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu
mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah
administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai
demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam
meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang
sebelumya.
2. Menurut Mazmanian dan Sebastiar, Implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau keputusan badan peradilan.
3. Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; Jakarta:
PT Balai Pustaka, 2001), h. 427.
Angsa Merah, “Kekerasan Seksual”, Blog Angsa Merah. http://blog.Angsamerah.com/
kekerasan-seksual/ (24 Juni 2017).
2Ase Satria, “Defenisi Implementasi”, official Website Materi Belajar.
http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html (18 Agustus 2017).
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kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat dikatakan
bahwa impelementasi berarti penerapan atau pelaksanaan suatu hal yang telah
dirancang dan memiliki tujuan. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis
lakukan, implementasi yang dimaksudkan adalah implementasi atau penerapan atau
pelaksanaan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus
kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban.
B. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang membahas mengenai
masalah anak. Aturan-aturan tersebut diantaranya, UU RI No. 4 tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak, KEPPRES RI No. 77 tahun 2003 tentang Komisi Pelindungan
Anak Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,
Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
serata UU No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak. Berdasarkan dari aturan-aturan tersebut, maka diketahui bahwa
terkhusus untuk perlindungan anak, yang menjadi aturan hukumnya adalah UU No.
35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak.
Perlindungan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk
melindungi hak-hak anak serta melindungi anak dari tindakan tidak manusiawi.
Perlindungan anak juga didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
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perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.3
Pengertian ini sesuai dengan  tujuan dari UU No. 35 tahun 2014 yaitu untuk
melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.4
Hak dan kewajiban anak yang dimaksudkan di atas secara jelas dibahas pada
Bab III pasal 4 hingga pasal 19 UU No. 35 tahun 2014.5 Ada pun hak dan kewajiban
anak yang dimaksud yaitu:
1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.
3. Sertiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh
orang tuanya. Untuk anak yang orang tunya tidak dapat mengasuh dan
menjamin perkembangannya maka anak tersebut berhak diangkat atau diasuh
sebagai anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
3Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 33.
4Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab
II, pasal 3.
5Republik Indonesia, Undang-Undang RI no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab
III, pasal 4 – 19.
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5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat
dan bakatnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh
pendidikan, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain.
Khusus untuk anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan untuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat
pendidikan khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari,
menerima, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan diri nsesuai nilai kesusilaan dan kepatutuan.
8. Setiap anak berhak istirahat, mnemanfaatkan waktu luang, bergaul dengan
teman sebayanya, bermain, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat
kecerdasan demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman kekerasan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan
salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali ataupengasuh anak melakukan segala
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bentuk perlakuan yang dimaksud, maka pelaku dikenakan pemberatan
hukuman.
11. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan
terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana, Anak tetap berhak
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang
Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup
dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh Hak Anak lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk meperoleh perlindungan dari penyalahgunaan
kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa
dengan unsur kekerasan dan peperangan, dan kejahatan seksual.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak
memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta dalam penangkapan,
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai hukum
dan merupakan upaya terakhir.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan
manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum
dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak. Untuk
anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum maka berhak dirahasiakan.
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15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat
bantuan hukum.
16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru,
mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air,
bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai ajaran agama, dan
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Tanggung jawab mengenai perlindungan anak ini harus dilakukan oleh setiap
orang, baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah mau pun negara.6 Kewajiban
dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan perlindungan antara lain mengasuh
dan memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya pernikahan
pada usia anak-anak. Jika orang tua sudah tidak ada maka kewajiban dan tanggung
jawab beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-
undangan.
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
dilaksanakan melalaui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Sedangkan untuk kewajiban dan tanggung jawab Negara,
pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pada anak
dilakukan dengan cara:
1. Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
6Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 38.
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2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara
umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Ada beberapa prinsip mengenai perlindungan anak terdapat dalam Konvensi
Hak Anak yaitu7:
1. Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul,
suku, agama, ras, dan social ekonomi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan
legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini
merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh
pemerintah , masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghargaan terhadap hak-hak
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan
7Abdul Rahman Kanang, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak
(Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif, dan Hukum Islam) (Makassar: Alauddin university
Press, 2011), h. 141-142.
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keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya.
Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak ini menjadi asas dalam
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Asas mengenai perlindungan anak
menurut Abintoro,8 yaitu:
1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
Asas tentang anak tidak dapat berjuang sendiri memberikan penekanan bahwa
anak sebagai generasi penerus bangsa sekaligus sebagai modal utama kelangsungan
hidup manusia belum dapat berjuang sendiri untuk melindungi hak-haknya. Oleh
karena itu, negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan terhadap hak-
hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak atau the best interests of the child
Asas kepentingan terbaik anak atau the best interests of  the child ini
mekasudnya adalah bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus menjadikan
kepentingan terbaik anak sebagai paramount importance atau prioritas tertinggi.
Maksudnya adalah bahwa setiap keputusan yang akan diberikan kepada anak harus
benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak.
3. Ancangan daur kehidupan
Asas ancangan daur kehidupan maksudnya adalah bahwa perlindungan anak
harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Hal ini bertujuan untuk menjamin
kelangsungan hidup anak-anak serta pemberian hak dalam menjalani kehidupan.




Asas lintas sektoral yang dimaksud adalah nasib anak bergantung pada
berbagai faktor makro dan mikro sehingga pemberian perlindungan anak bukan
hanya diberikan oleh orang-orang terdekat dari anak tetapi juga diberikan oleh setiap
orang.
Terkait dengan implementasi dari UU No. 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak ini, yang dimaksud perlindungan anak pada penelitian ini adalah
perlindungan terhadap anak dalam bidang khusus. Perlindungan anak dalam bidang
khusus diatur pada pasal 59 yaitu9:
(1) Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawabmemberikan perlindungan khusus kepada anak.(2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan denganhukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secaraekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaannarkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korbanpornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualandan/atau perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anakkorban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandangdisabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Lebih lanjut, perlindungan anak yang dimaksudkan dalam bidang khusus pada
penelitian ini adalah perlindungan yang mengatur mengenai anak yang berhadapan
dengan hukum. Hal ini jelas terdapat pada beberapa pasal dalam UU No. 35 tahun
2014, yaitu:
Pasal 16
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan,
9Republik Indonesia, Undang-Undang RI no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
pasal 59 ayat 1 dan 2.
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(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya berakhir.
Pasal 17 ayat 2
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18
Setiap anak yang menjadin korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Pasal 64
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan
secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya; b.
Pemisahan dari orang dewasa c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain
secara efektif, d. pemberlakuan kegiatan rekreasional, e. pembebasan dari
penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi,
serta merendahkan martabat dan derajatnya, f. penghindaran dari penjatuhan
pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, g. penghindaran dari
penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat, h. pemberian keadilan di muka pengadilan
Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk
umum, i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya, j. pemberian
pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, k.
pemberian advokasi social, l. pemberian kehidupan pribadi, m. pemberian
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aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, n. pemberian
pendidikan, o. pemberian pelayanan kesehatan dan p. pemberian hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :
a.Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b.Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Pasal 69A
Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana
dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a.Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
b.Rehabilitasi social
c.Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
d.Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding
pengadilan.
C. Kekerasan Seksual
Kekerasan dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dirumuskan sebagai berikut : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang
disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Hal ini berarti bahwa kekerasan dalam
hukum pidana dipandang sebagai serangan fisik yang dapat membuat orang lain
pingsan atau tidak berdaya. Dalam pasal tersebut terlihat adanya tenaga atau kekuatan
24
jasmani (fisik) yang dipergunakan dan kata “tidak berdaya” memberikan pengertian
akibat kekerasan yang menimbulkan luka-luka hingga menimbulkan kematian.
Sedangkan untuk kata “pingsan dan tidak berdaya” juga memberikan arti kekerasan
dalam arti pemaksaan yang dilakukan dengan menggunakan obat bius atau obat
perangsang. 10
Pada kenyataannya kekerasan bukan hanya menyebabkan kematian atau pun
luka fisik melainkan juga tak jarang berakibat terhadap psikologis korban. Hal ini
sesuai dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa kekerasan yang digunakan
sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun
psikis, adalah kekerasan yang juga bertentangan dengan hukum.11
Ada empat bentuk kekerasan yang disebutkan oleh Jach D. Douglas dan
Frances Chaput Waksler,12 yaitu:
1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan
langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif (offensife), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk
perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan, dan
4. Kekerasan defensive (defensive), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai
tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif ataupun defensive dapat
bersifat terbuka atau tetap.
Selain berdasarkan bentuk, kekerasan juga dikategorikan dari jenisnya13 yaitu:
10Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.
11Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi (Bandung; Pustaka Setia, 2016), h. 130.
12Siti Musdah Mulia, Perempuan dan Politik (Jakarta: Blok ICPR, 2007), h. 122.
13Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, h. 135-136.
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1. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti orang yang
menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengtan alat,
menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat.
Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya luka pada tubuh korban.
2. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap
perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memedulikan
hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada
perkosaan dan persentuhan saja, tetapi juga mencakup berbagai jenis perilaku yang
tidak diinginkan korban dan bersifat seksual.
3. Kekerasan psikologi, dan
Kekerasan psikologi nilai lebih menyakitkan dari kekerasan fisik. Hal ini
karena kekerasan psikologi dapat meruk kehormatan, melukai harga diri, merusak
keseimbangan jiwa dari korban. Jenis kekerasan psikologi dapat berupa bentukan,
makian, penghinaan, sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa
takut, larangan untuk berhubungan dengan orang lain, atau bentuk pembatasan
pergerakan.
4. Kekerasan ekonomi
Kekerasan ekonomi dialami oleh isteri atau pasangan hidup bersama dari
pelaku. Suami mengontrol hak keuangan isteri. Memaksa atau melarang isteri bekerja
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sedangkan ia tidak bekerja dan
memberi nafkah.
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Berdasarkan jenis-jenis kekerasan yang diuraikan di atas, saat ini yang
menjadi fenomena adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini
bukan hanya terjadi pada wanita dewasa melainkan juga terjadi pada anak. Pelaku
kekerasan seksual saat ini bukan hanya orang dewasa melainkan kekerasan seksual
juga dilakukan oleh anak. Seperti yang telah dibahas di atas, diketahui bahwa
kekerasan seksual terhadap anak adalah kekerasan seksual yang melibatkan anak.
Secara umum, pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan
seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak
mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang
bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang
yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk
kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak juga
didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang
yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang tidak dikenal, saudara kandung, atau
orang tua anak itu digunakan sebagai objek nafsu seks pelaku.14
Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium
organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak,
memperlihatkan media/benda porno, dan menunjukkan alat kelamin pada anak.15
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak juga dapat berupa membuat komen
seksual pada anak, menunjukkan perasaan seksual yang amat dalam ke arah pakaian
14Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 39.
15Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangananya,” Sosio
Informa, vol. 01 no. 1. (Januari–April2015), h. 14-15. http://ejournal.kemsos.go.id/ index.
php/sosioinforma/article/download87/55 (19 Desember 2016).
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atau anggota badan anak atau remaja, menggoda, membuat panggilan via telepon
yang berkaitan dengan seks dan sebagainya.16
Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak17
1. Pemerkosaan.
Pemerkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan
hubungan seksual. Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan
psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan
yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan pemerkosaan dalam
hukum Indonesia.
2. Perbuatan cabul
Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan
oleh diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan
dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu
seksual.18
3. Intimidasi seksual
Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan. Di sini,
ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau
penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan
singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
16Abdul Rahman Kanang, Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial
Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38.
17Angsa Merah, “Kekerasan Seksual”, Blog Angsa Merah. http://blog. Angsamerah.com/
kekerasan-seksual/ (24 Juni 2017)
18Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam (Makassar:
Alauddin University Press, 2012), h. 173.
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4. Pelecehan seksual.
Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik
dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main
mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam
kategori ini.
5. Eksploitasi seksual
Eksploitasi seksual yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang,
atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasaan seksual, atau untuk
memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan
keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis
pornografi.
6. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual meliputi tindakan merekrut,
mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan
paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau ekspolitasi seksual lainnya.
7. Prostitusi paksa
Prostitusi paksa adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman,
atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
8. Perbudakan seksual
Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi ‘pemilik’
atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh
kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
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9. Pemaksaan perkawinan.
Pemaksaan perkawinan yaitu pernikahan dini atau pernikahan yang
dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada
pemaksaan seksual.
10. Pemaksaan kehamilan
Pemaksaan kehamilan yaitu Situasi ketika perempuan dipaksa untuk
melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan.
11. Pemaksaan aborsi
Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena
adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
12. Penyiksaan seksual
Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas
korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau
penderitaan hebat.
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
Hal ini masuk kategori kekerasan sesual karena cara menghukum yang
menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa.
Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.
Kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi dua yang
berdasarkan identitas pelaku, yaitu Familial Abuse dan Extra Familial Abuse.19
19Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangananya,” Sosio
Informa, vol. 01 no. 1. (Januari–April2015), h. 16. http://ejournal.kemsos.go.id/ index.
php/sosioinforma/article/download87/55 (diakses 19 Desember 2016).
30
1. Familial Abuse
Familial Abuse adalah kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku
masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini
termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau
kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Salah satun contoh dari
Familial Abuse ini adalah Incest yang memiliki tiga kategori kekerasan seksual yaitu:
Penganiayaan, Pemerkosaan, dan pemaksaan pemerkosaan.
2. Extra Familial Abuse
Extra Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang
lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku
biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi
dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana
pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu
yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.
Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak.
Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan
terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Anak yang menjadi korban sulit
mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.
Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan
mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk
menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa
kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan
seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.
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Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak
secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak
jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan
pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada
kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada
hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan
sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak
tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.
Selain dampak yang disebutkan di atas, terdapat dampak lain mengenai
kekerasan seksua pada anak diataranya20:
1. Stres Pascatrauma
2. Pembunuhan atau pembuangan bayi
3. Aborsi
4. Gangguan jiwa, dan
5. Penyakit kelamin
Untuk menghidari dampak dari kekerasan seksual terhadap anak maka anak-
anak perlu diberikan penanganan yang tepat apabila menjadi pelaku ataupun korban
dari kekeran seksual. Beberapa penanganan yang perlu dilakukan antara lain:21
1. Penanganan dari Keluarga
Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman
kekerasan seksual. Peranan yang diberikan orang tua ini bukan hanya ketika anak
20Dadang Hawari, Kekerasan Seksual Pada Anak (Jakarta: UI-Press, 2013), h. 95-15
21Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangananya,” Sosio
Informa, vol. 01 no. 1. (Januari–April2015), h. 20-26. http://ejournal.kemsos.go.id/ index.
php/sosioinforma/article/download87/55 (diakses 19 Desember 2016).
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menjadi korban melainkan juga ketika anak menjadi pelaku. Peranan ini dapat
diberikan berupa:
a. Dukungan sosial dan emosional yang membuat setiap anggota keluarga merasa
disayangi, dipercaya dan menjadi bagian dari keluarga,
b. Adanya keterbukaan melalui komonukasi yang baik antar keluarga,
c. Keterlibatan orang tua dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual, serta
d. Pemberian pemahaman kepada anak mengenai kekerasan seksual.
2. Penanganan dari Masyarakat
Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta
masyakarat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan
juga melibatkan anak-anak. peranan masyarakat dapat berupa pembentukan
komunitas yang akan memberikan pemahaman pada anak mengenai kekerasan
seksual. Selain itu, peranan masyarakat juga berupa pencegahan pemberitaan identitas
pelaku dan korban untuk menghindari labelisasi.
3. Penanganan dari Negara
Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh
terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa
depan bagi anak- anak kita sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, Pemerintah
bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual
yang terjadi pada anak-anak. Perlindungan diberikan dengan cara mencegah
terjadinya kejahatan dan memberikan penindakan yang tepat. Bagi korban dan pelaku
anak, negara berkewajiban memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi bagi korban
diharapkan membuat korban sembuh dari trauma yang dialaminya. Sedangkan bagi
pelaku anak, rehabilitasi diharapkan agar anak tidak mengulang perbuatannya.
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4. Penanganan berbasis sistem
Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan memperkuat
lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Oleh karena
itu, negara melakukan penanganan anak sebagai korban dan pelaku kekerasan seksual
berfokus pada pencegahan kekerasan di sumber masalahnya dan merespon semua
permasalahan anak secara terpadu. Layanan penangan berbasis sistem antara lain:
a. Sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga,
b. Sistem peradilan yang sesuai standar internasional,
c. Mekanisme untuk mendorong prilaku yang tepat untuk masyarakat.
D. Pengertian Anak
Definisi anak menurut para ahli, yaitu:
1. Menurut R.A. Koesnoen adalah manusia muda, muda dalam umur,  muda
dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh
keadaan sekitarnya.22
2. Menurut Kartini Kartono anak adalah keadaan manusia normal yang masih
muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya,
sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.23
3. Menurut Romli Atmasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah usia
tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.24
22Abintoro Prakoso, Hukum perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016),
h. 36-37.
23Kartini Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis (Bandung: Sinar Baru, 1981), h. 187.
24Romli Atmasamita, Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio
Kriminologis) (Bandung: Armico, 1983), h. 33.
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Selain defenisi dari para ahli mengenai pengertian anak dalam peraturan
perundang-undangan anak juga didefinisikan sebagai:
1. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak  mendefinisikan anak
sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45: dalam hal penuntutan pidana
mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 16 tahun.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan pada pasal 330 bahwa
anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak
lebih dulu telah kawin.
4. Undang-Undang No. 1 tahun1974 tentang perkawinan memberikan definisi
bahwa anak adalah sesorang di bawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah
umur 16 tahun bagi seorang wanita.
5. Undang-Undang No. 4 tahun1007 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan
anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun.
6. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
mendefinisikan anak sebagai seseorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi
belum mencapai 18 tahun.
Berdasarkan definisi dari para ahli dan peraturan perundang-undangan maka
dapat disimpulkan bahwa anak dalam hukum positif adalah seseorang yang belum
dewasa dengan batas umur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
Usia anak yang dipaparkan di atas merupakan batas usia anak dalam hukum
positif. Usia tersebut berbeda dengan batas usia anak yang ditetapkan dalam hukum
Islam. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia
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telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh. Salah satu tanda balligh itu adalah
telah sampai umur 15 tahun25.
Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa
laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan
belum pernah hamil. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak
laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya
sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.26
Berdasarkan pendapat di atas mengenai batas usia anak dalam Hukum Islam
yaitu telah bermimpinya anak lelaki dan telah haidnya anak perempuan. Akan tetapi,
jika belum terlihat tanda tersebut dari anak laki-laki maupun perempuan, maka batas
usia dewasanya adalah lima belas tahun.
Hal penting lain yang perlu dibahas mengenai pengertian anak adalah
pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan
hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan system
pengadilan pidana karena beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan Apong
Herlina dkk27:
1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;, atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan
orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
25Sayyid Sabiq, dalam Wihdatul Hasanah, Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak,Skripsi (Jepara: 2015), h. 36.
26Abdul Qadir audah, dalam Wihdatul Hasanah, Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak,Skripsi, h. 36.
27Apong Herlina dkk, “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku
Saku untuk Polisi”, dalam Abdul Rahman Kanang, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak
Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar:
Alauddin University Press, 2011), h. 126.
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3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa
pelanggaran hukum.
Berdasarkan hal di atas, maka ruang lingkup dari anak yang berhadapan
dengan hukum terdiri atas:
1. Anak sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana,
2. Anak sebagai korban tindak pidana, dan
3. Anak sebagai saksi tindak pidana.
Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum
adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai
kenakalan yang pelaku anak tersebut disangka, didakwa, dan atau dinyatakan terbukti
bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.28 Anak sebagai korban
tindak pidana adalah anak yang menjadi objek dari sebuah perbuatan pidana yang
dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan, untuk anak yang
menajdi saksi tindak pidana adalah anak yang melihat, mendengar, merasakan, atau
mengetahui suatu peristiwa pidana.
E. Hukum Pidana Islam
Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari Fiqh Jinaayah yang
didefinisikan sebagai segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf.29 Fiqh Jinaayah juga diartikan
sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan
28Abdul Rahman Kanang, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak
Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University
Press, 2011), h. 127.
29Dede Rosyadah, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), h. 86.
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manusia dan hukumannya.30 Hal ini sesuai dengan pengertian dari kata Jinaayah
yang berarti melakukan dosa, atau juga diartikan sebagai tindakan krimininal atau
tindakan kejahatan yang melawan  hukum dan mengganggu ketentraman umum. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam adalah ketentuan hukum yang
mengatur mengenai perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf31
beserta hukumannya yang diambil dari dalil-dalil terperinci.
Ruang lingkup dari Hukum Pidana Islam meliputi perbuatan-perbuatan yang
berhubungan dengan hukum kepidanaan yang dalam hukum Islam dikenal dengan
istilah Jarīmah. Jarīmah dalam hukum nasional dipersamakan dengan delik, tindak
pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. Jarīmah menurut bahasa berarti
kesalahan atau dosa, sedangkan menurut istilah Jarīmah diartikan sebagai larangan-
larangan syara’ yang diancamkan dengan hukuman hadd dan ta’zir.32 Larangan-
larangan yang dimaksud itu bisa berupa meninggalkan apa yang diperintahkan, atau
pun ,mengerjakan sesuatu yang dilarang.
Setiap tindak pidana tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana
apabila tidak terpenuhi unsur pemidanaannya. Ada pun unsur-unsur Jarīmah
adalah:33
1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukumannya. Dalam
hukum pidana positif, unsur ini dikenal dengan unsur formil. Dalam unsur ini
ulama membuat kaidah “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula
suatu hukuman tanpa ada nas”.
30Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. ix.
31Mukallaf didefinisikan sebagai seseorang yang dapat dibebani kewajiban.
32Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 5.
33Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 5.
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2. Adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan Jarīmah, baik berupa
perbuatan yang nyata melanggar larangan syara’ maupun dalam bentuk sikap
tidak melaksanakan yang diperintahkan syara’. Disebut juga hukum materil
pada hukum pidana positif
3. Pelaku Jarīmah adalah orang yang telah mukallaf atau orang yang telah dapat
dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara
hukum. Dikenal dengan istilah
Jenis-jenis Jarīmah menurut mayoritas ulama dapat dilihat berdasarkan berat
ringannya hukuman yang dikenakan atas sebuah perbuatan dan ada tidaknya nash34
dalam Al-Quran dan sunnah yang mengatur. Pembagian atau jenis Jarīmah tersebut
adalah: 35
1. Jarīmah Hudūd
Hudūd adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jamâ’
(plural) dari kata hadd36 yang asal artinya pembatas antara dua benda. Kata ini
diartikan sebagai sesuatu yang membatasi atau memberikan batasan agar suatu hal
tidak bercampur dengan hal lainnya. Jadi Hudūd dapat dikatakan sebagai suatu
pemisah yang memberikan batasan terhadap suatu hal. Dalam Islam apabila batasan-
batasan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Hudūd dilanggar maka akan dikenai
hukuman bagi pelanggarnya.
Jarīmah Hudūd adalah Jarīmah yang diancamkan dengan hukuman hadd.
Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditetapkan Allah baik mengenai macam
34Nash didefinisikan sebagai ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah.
35Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
105.
36Hadd merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan
Sunnah.
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dan jumlah dari hukuman tersebut. Jumlah dari hukam hadd ini pada dasarnya tidak
memiliki batas terendah dan batas tertinggi.37 Selain itu, apabila suatu hukuman hadd
telah ditetapkan maka hukuman ini bersifat mutlak dan tidak bisa dihapuskan baik itu
oleh perseorangan ataupun masyarakat.
Syarat penerapan hukuman hadd antara lain38:
a. Pelaku kejahatan adalah orang mukallaf 39 yaitu baligh40 dan berakal
b. Pelaku kejahatan tidak dipaksa dan terpaksa
c. Pelaku kejahatan tidak mengetahui pelarangannya
d. Kejahatannya terbukti ia yang melakukannya tanpa adanya syubhat41
Macam-macam kejahatan yang dikenai Jarīmah Hudūd antara lain: a).
Perzinahan (baik muhsan42 ataupun ghairu muhsan43), b). Qadzaf atau tuduhan zina,
c). Pencurian (baik pencurian ringan atau pun pencurian dengan cara kekerasan), d).
Minuman keras (Khamar), e). Pemberontakan,  f). Perampokan, dan g). Murtad.
2. Jarīmah Qiṣāṣ
Jarīmah Qiṣāṣ adalah Jarīmah yang berhubungan dengan pelanggaran
terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, baik membunuh atau melukai seseorang.
Dalam Jarīmah qiṣāṣ terdapat hak individu atau hak perseorangan yang
37Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014),  h. 68.
38Kholid Syamhudi “Fikih Hudud”, Official Website of Almahnaj. http://almahnaj.or.id/3383-
fikih-hudud.html (28 Juni 2017).
39Mukallaf artinya orang yang dapat dibebani kewajiban.
40Baligh berarti telah mencapai usia dewasa dalam ketentuan Hukum Islam yaitu telah mimpi
bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan, atau telah mencapai usia 15 tahun.
41Syubhat berarti sesuatu yang hukumnya masih samar-samar atau belum jelas.
42Muhsan artinya pelaku zina yang telah menikah.
43Ghairu muhsan artinya pelaku Zina yang belum menikah.
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memungkinkan adanya pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap
tersangka. Pemaafan ini membuat tersangka terbebas dari hukuman Qiṣāṣ dengan
atau tanpa ganti rugi. Pada Jarīmah Qiṣāṣ ini juga tidak ada pembatasan maksimal
dan minimal dari hukuman seperti halnya Jarīmah Hudūd.
Dasar hukum dari Jarīmah qishah terdapat dalam firman Allah SWT dalam
Q.S Al-Baqarah/2:179
                  
Terjemahnya:
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Haiorang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.44
Jarīmah Qiṣāṣ terdiri atas beberapa jenis, antara lain:
a. Pembunuhan
Pembunuhan dibagi menjadi45:
1). Pembunuhan yang disengaja (al-qathl ‘amdi) yaitu perbuatan menganiaya
seseorang dengan maksud menghilangkan nyawa seseorang tersebut,46
2). Pembunuhan tidak disengaja (qatlul syibhul ‘amad) adalah perbuatan yang
dilakukan kepada seseorang dengan menggunakan alat yang biasanya tidak
mematikan tetapi orang tersebut mati karena tindakan itu,
44Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.
45Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
108-118.
46Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan
Negara (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 36.
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3). Pembunuhan tidak ada unsur membunuh (qatlul khataa’) adalah perbuatan
yang sebenarnya tidak ditujukan pada seseorang tetapi perbuatan tersebut
membuat seseorang mati karenanya.
b. Penganiayaan
Penganiayaan  terbagi atas:47
1). Memisahkan anggota badan atau sejenisnya seperti memotong tangan, kaki,
jari, melukai kelopak mata, mencabut rambut kepala dan lain-lain,
2). Menghilangkan anggota badan tetapi anggota badannya tetap ada contohnya
membuat buta, membuat tuli melakukan terror atau intimidasi sehingga
membuat korban terganggu secara psikis dan lain-lain,
3). Penganiayaan fisik pada bagian kepala dan muka,
4). Penganiayaan dengan melukai tubuh korban selain muka dan kepala,
5). Penganiayaan yang tidak memberikan bekas luka diluar tetapi mengakibatkan
kelumpuhan contohnya gangguan saraf atau luka dalam dibagian organ vital.
3. Jarīmah Diyat
Jarīmah diyat adalah hukuman pengganti pertama dari hukuman Qiṣāṣ. 48
Jarīmah diyat ini diberikan sebagai ganti rugi kepada korban atas perbuatan yang
dilakukan pelaku. Pada pembunuhan sengaja, Jarīmah diyat bukanlah hukuman
pokok melainkan hukuman pengganti jika Qiṣāṣ tak dapat dilaksanakan. 49
Bentuk ganti rugi dari Jarīmah diyat menurut Imam Abu Hanifah dan Imam
malik ada tiga, yaitu, serautus ekor unta,  seribu dinar dalam bentuk emas, atau dua
47Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
118-120.
48Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 131.
49Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 132.
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belas ribu dirham dalam bentuk perak.50 Berdasarkan bentuk ganti rugi, sebenarnya
yang menjadi ukuran utama adalah seratus ekor unta. Adapun mengenai seribu dinar
emas dan dua belas ribu dirham perak menurut para ulama diperbolehkan jika harga
seratus ekor unta sama dengan nilai tersebut.
4. Jarīmah Ta’zir
Jarīmah ta’zir adalah Jarīmah yang dikenakan hukuman selain Hudūd dan
Qiṣāṣ kepada pelaku perbuatan pidana. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah
pelaku melakukan kembali perbuatannya dan membuatnya menjadi jera dan berhenti
melakukan perbuatan kejahatan.51 Baik Jarīmah hudūd maupun Jarīmah qiṣāṣ dapat
berubah menjadi Jarīmah ta’zir apabila unsur hukuman hadd ataupun qiṣāṣ tidak
terpenuhi.
Bentuk lain dari tindak pidana ta’zir adalah setiap bentuk kejahatan yang
dibuat oleh pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu
tidak ada ketentuan mengenai bentuk hukuman ta’zir karena bentuk hukumannya
dibuat oleh pemerintah atau pun hakim.52 Bentuk hukuman dapat dipertimbangkan
dari kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan
dijatuhkannya hukuman tersebut,
Jarīmah ta’zir terbagi atas dua, yaitu Jarīmah ta’zir yang berkaitan dengan
hak Allah dan yang berkaitan dengan hak perseorangan. Jarīmah ta’zir yang
berhubungan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
50Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 132.
51Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h. 139.
52Achmad Asrofi “Jarimah Ta’zir dalam Perspektif Hukum Islam (Jinayah Islam)”, Blog
Acgmad Asrofi. http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum .html
(13 Juni 2017)
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kemaslahatan umum, misalnya berbuat kerusakan di bumi, perampokan, pencurian,
dan sebagainya. Jarīmah ta’zir yang berhubungan dengan perseorangan maksunya
adalah kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba, seperti tidak membayar hutang
dan penghinaan.53
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak pidana kekerasan seksual dalam
hukum Islam dikategorikan dalam Jarīmah hudūd apabila telah terjadi hubungan
badan. Jarīmah hudūd menyebutkan bahwa contoh dari tindak pidana kekerasan
seksual adalah pemerkosaan. Akan tetapi,  tidak menutup kemungkinan untuk
perbuatan-perbuatan kekerasan seksual lainnya seperti, perbuatan cabul, serta
perbuatan kesusilaan yang ada dalam KUHP dikategorikan juga dalam Jarīmah
hudūd. Selain itu, untuk tindak pidana kekerasan seksual dapat pula dimasukkan
dalam Jarīmah ta’zir apabila tersebut tidak ada nash dalam Al-Quran maupun
Sunnah sehingga membutuhkan pemerintah ataupun hakim dalam penetapan
hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut.
Macam-Macam Hukuman Ta’zir dapat dibedakan menjadi54:
a. Hukuman Ta’zir yang Berkaitan dengan Badan
1. Hukuman Mati
Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qiṣāṣh untuk pembunuhan
sengaja dan sebagai hukuman hadd untuk Jarīmah hirabah, zina muhsan, riddah, dan
Jarīmah pemberontakan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman mati ini,
akan tetapi terdapat syarat utama yang membolehkan hukuman mati tersebut, yaitu:
53Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
140-141.
54Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 260-263.
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a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudūd
selain hukuman mati.
b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat
dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.
Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai
ta’zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang,
dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik.
Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang
mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum
dengan pedang lebih cepat.
2. Hukuman Jilid (Dera)
Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang
pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena
sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.
Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala,
melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak
boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa
membahayakan keselamatan orang yang terhukum.
Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai
menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum,
apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran
dan pendidikan kepadanya.
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b. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan
1. Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan Al-
Habsu yang artinya mencegah atau menahan. Menurut syara’ bukanlah menahan
pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar
tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau
masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada
masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan
seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah
kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahan-nya
membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian
dijadikan sebagai penjara. 55
Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian56, yaitu:
a). Hukuman penjara terbatas
Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman
penjara terbatas ini diterapkan untuk Jarīmah penghinaan, penjual khamr, pemakan
riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari
tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan
dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada
kesepakatan di kalangan fuqaha.
b). Hukuman penjara tidak terbatas
55Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
146-147.
56Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 262-263.
46
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan
berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam
istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan
kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain
untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain,
kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll.
2. Hukuman Pengasingan
Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman hadd, namaun
dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuma ta’zir. Di antara
Jarīmah ta’zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang
berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan
mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap
Al-quran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku Jarīmah yang
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang
(diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.57
3. Hukuman Ta’zir yang berupa harta
Hukuman Ta’zir yang berupa harta adalah hukuman ta’zir yang menahan
harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkan
harta tersebut. Menahan harta tersebut bukan untuk dihancurkan dan bukan pula
untuk dimiliki oleh hakim, melainkan menahan hingga pelakunya bertaubat. Apa bila
pelaku yang dikenai hukamn ta’zir tidak bertobat, maka harta milik pelaku dapat
57Achmad Asrofi “Jarimah Ta’zir dalam Perspektif Hukum Islam (Jinayah Islam)”, Blog
Acgmad Asrofi. http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-perspektif-hukum .html
(13 Juni 2017)
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dimanfaatkan untuk masyarakat kecuali barang-barang yang mengandung
kemungkaran.
4. Hukuman Ta’zir lainnya.58
a. Peringatan dan Dihadirkan ke Hadapan Sidang
Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan.
Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras
semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua.
Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh
petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke
pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan
apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si
pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan
Jarīmahnya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan
kepada ada atau tidak adanya maslahat.
b. Dicela
Para ulama mendasarkan pemberian sanksi ta’zir yang berupa celaan ini
kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang
dengan menghina ibunya. Umar bin Khaththab juga pernah menjatuhkan sanksi
celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.
Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan didalam
maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan
didepan pengadilan.
58Achmad Asrofi “Jarimah Ta’zir dalam Perspektif Hukum Islam (Jinayah Islam)”, Blog




Pengucilan yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan
dengan si pelaku Jarīmah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Sanksi
ta’zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai
dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.
d. Nasihat
Hukuman ta’zir dalam ayat tersebut bukan hukuman ta’zir yang dijatuhkan
oleh Ulil Amri, melainkan hukuman ta’zir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga
atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi
ta’zir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila
ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu
dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.
e. Pemecatan dari Jabatan
Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu
pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau
jabatan tertentu.
Sanksi ta’zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan
terhadap setiap pegawai yang melakukan Jarīmah. Pada prinsipnya hukuman
pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman
pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang
pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.
Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti




Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman ta’zir adalah
tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu
keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang
itu diperkenankan.
. Terkait dengan kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai palaku,
maka hukuman yang diberikan adalah hukam ta’zir. Akan tetapi, penerapan hukuman
ta’zir ini didasarkan pada usia anak. Usia anak yang dimaksudkan adalah telah mimpi
dan berusia lima belas tahun jika belum mimpi.
Abdul Lathif al-Ajlan memberikan batasan-batasan dalam adab-adab
pemukulan, yaitu sebagai berikut59:
1. Sanksi pukulan dilaksanakan sebagai sarana didik terakhir;
2. Allah menetapkan sanksi pukulan untuk tujuan ta’dib (mengajarkan adab);
3. Allah melarang sanksi pukulan yang dilakukan dengan cara semena-mena
sehingga keluar dari tujuannya;
4. Hendaknya sanksi ini dilakukan pada saat dan waktu yang tepat,
5. Anak yang akan dihukum harus menyadari kesalahan dan pelanggaran
6. yang dibuatnya;
7. Faktor usia anak harus diperhatikan saat sanksi pukulan akan
8. dijatuhkan;
9. Sebelum dihukum anak harus terlebih dahulu diberitahukan
10. kesalahannya;
59Aat Syafaat, Sohari Sahrani, dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam
Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 49.
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11. Tidak dibenarkan dua bentuk hukuman, inderawi dan maknawi, dijatuhkan
kepada anak secara sekaligus;
12. Sanksi pukulan tidak boleh dari sepuluh dera.
Berdasarkan penjelasan-penjelasn di atas maka diketahui bahwa hukuman
ta’zir yang akan diberikan pada anak adalah ta’zir yang ringan. Hukuman ini dapat
berupa jilid yang tidak melebihi sepuluh kali dera serta hukuman-hukuman ringan





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis
deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian
yang berhubungan dengan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau tidak
tertulis yang diperoleh dari orang ataupun dari perilaku yang diamati.1 Sedangkan
analisis deskriptif berarti analisis yang bertujuan memberikan gambaran masalah
yang diteliti.
Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan
mengolah data, baik berupa lisan ataupun tulisan dengan metode analisis deskriptif
yang bertujuan memberikan gambaran secara tepat tentang masalah yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Tempat
penelitian adalah di Pengadilan Negeri Sungguminasa karna dalam proses hukum
yang terjadi lebih kepada penegak hukum yang terkait dalam menyelesaikan masalah
di Pengadilan.




Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir
yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan
multi disipliner.
Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu: a. Pendekatan
Perundang-Undangan, b. Pendekatan Sosiologis, dan c. Pendekatan Teologis
Normatif.
1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dikakukan dengan
menelaah aturan yang bersangkut paut dengan maslah yang ditetiti. Pendekatan
perundang-undangan ini misalnya meeliti antara kesesuaian atara undang-undang
yang satu dengan yang lainnya ataupun undang-undang dengan suatu masalah.
2. Pendekatan Sosiologis
Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis karena pada akhirnya
penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan
termasuk proses penegakan hukum.2
3. Pendekatan Teologis Normatif
Pendekatan Teologis Normatif adalah pendekatan yang memandang agama
dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan.3
2Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. II; Jakarta:
Raja Grafido Persada, 2004), h. 30.
53
C. Sumber Data
Sumber data dapat dilihat dari cara mengumpulkan data. Penulis membedakan
data menjadi 2, yaitu data primer dan data sekumder:
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu dari
dari hasil wawancara mengenai implementasi Undang-undang. Adapun mengenai
sumber informasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Sumber informasi langsung yang dimaksud dalam
penelitian ini, yaitu orang melaksanakan langsung implementasi UU no. 23 tahun
2002 tentang perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan
anak, yaitu hakim anak:
Hakim anak sebagai hakim yang menangini kasus dimaksud dan menetapkan
hukuman yang diberikan. Peneliti  bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan. Hakim anak yang menjadi informan dari peneliti adalah
2 orang hakim anak.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian maupun literatur-literatur lain yang memberikan
tambahan infnormasi mengenai subyek penelitian.
D. Motode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
3Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, edisi revisi (Cet. XXI; Jakarta: PT Raja- Grafindo
Persada, 2014), h. 34.
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1. Observasi
Observasi adalah teknik penelitian yang digunakan dengan jalan mengamati
berbagai hal pada objek penelitian secara langsung serta mencatat dengan sistematis.
Dalam observasi diperlukan ingatan dalam observasi yang telah dilakukan
sebelumnya untuk itulah diperlukan cacatan, serta alat-alat yang dapat merekam
objek yang diteliti.
2. Wawancara atau interview.
Pedoman wawancara atau interview adalah sebuah kegiatan yang dilakukan
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden  dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lagsung. Wawancara juga didefenisikan sebagai tanya
jawab lisan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.4
3. Telaah dokumen
Telaan dokumen adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mencari dan
menelaah dokumen yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian merupakan salah
satu unsur yang sangat penting dalam  penelitian karena berfungsi sebagai alat atau
sarana pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan
masalah dan aspek yang akan diteliti, agar memperoleh data yang akurat.
Instrumen penelitian yang digunakan antara lain pedoman wawancara, alat
tulis, serta alat dokumentasi.
4Husaini Usman dan Purnomo Setiady akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2008). h. 55.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data yang diperoleh, baik itu data
primer maupun sekunder akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian diolah secara
kualitatif dan kemudian akan dideskripsi baik itu dengan cara menjelaskan,
menguraikan, ataupun memberikan gambaran sesuai dengan permasalah yang erat
kaitannya dengn masalah yang diteliti. Pada akhirnya akan dibuat kesimpulan
berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dapat dilihat dengan menghubungkan antara
rumusan masalah dengan jawaban atau hasil wawancara, serta data-data tertulis
berupa putusan pengadilan.
Dalam penelitian Kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya
terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data
menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada
konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap
individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karna itu bila terdapat 10 peneliti
dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, akan
mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di
sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar undang-
undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan
Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang.
Pada Pasal 1 Ayat (4) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah
Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman
dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada
azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”
Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor
Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di
kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan
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Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-
Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah
Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan
Makassar sampai dengan tahun 1970-an.
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung
Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari
2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan
Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri
Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari
Kelas II menjadi Kelas I . Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri
Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan Oleh Prof. Dr. H. Bagir
Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut:
Visi yaitu: Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan misi
yaitu: Menjaga kemandirian badan peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang
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berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan
peradilan, Meningkantakan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
B. Aturan Hukum Mengenai Perlindungan Anak di Indonesia
Perhatian pemerintah terhadap hak asasi manusia terutama perlindungan
terhadap anak sudah ditetapkan dengan jelas. Hal ini ditandai dengan dibuatnya
Undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap anak atau pun
diperbaharuinya undang-undang yang telah ada. Selain itu, pemerintah telah
membuat lembaga khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Bahkan,
untuk instansi-instansi yang bersinggungan dengan masalah anak juga menerapkan
hal-hal yang bersifat khusus dalam menangani masalah anak.
Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan hukum yang
diberikan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Perlindungan ini diberikan
agar anak mendapatkan hak-hak yang sudah sepatutnya mereka dapatkan dalam
berbagai kondisi. Konsep ini telah dipahami oleh para penegak hukum, terutama oleh
Hakim Anak. Menurut Amiruddin, salah satu hakim anak Pengadilan Negeri
Sungguminasa, perlindungan anak sebenarnya bertujuan untuk melindungi anak dari
perbuatan-perbuatan yang merugikan anak yang dilakukan oleh orang dewasa.1 Hal
ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum terhadap anak ada untuk
memberikan dan melindungi hak anak dari hal-hal yang dapat merugikan anak yang
dilakukukan oleh orang dewasa.
Senada dengan penjelasan yang dikatakan Amiruddin, Yulianti juga
mengatakan bahwa setiap hal yang berhubungan dengan anak harus dilindungi
1Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara,  Gowa,
19 Mei 2017.
59
terutama jika hal tersebut adalah hak anak.2 Pada kenyataannya anak memang harus
diberikan perlindungan secara optimal. Perlindungan ini akan menjaga agar hak-hak
anak terpenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Aturan hukum mengenai perlindungan anak  di Indonesia tercantum dalam
UU No.35 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur segala hal yang
berhubungan dengan anak, baik hak, kewajiban, maupun segala hal yang
menyangkut anak. Yulianti menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak
dilakukan oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, serta pemerintah.3
Pendapat ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No.35 Tahun 2014
tentang perlindungan anak yang memberikan penjelasan bahwa setiap elemen
masyarakat harus ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang
tua tetapi juga tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Terkait dengan penjelasan di atas, Amiruddin memberikan penjelasan lebih
lanjut bahwa perlindungan terhadap anak dilaksanakan setiap kalangan masyarakat,
dan bentuk dari setiap perlindungan yang diberikan itu berbeda sesuai dengan posisi
masyarakat tersebut.4 Dalam undang-undang perlindungan anak telah dijelaskan
bentuk perlindungan yang diberikan. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 20
2Yulianti Muhidin , Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara,  Gowa, 21
Juni 2017.
3Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara,  Gowa,  21
Juni 2017.




hingga pasal 26 yang berisi mengenai peranan masing-masing baik keluarga,
masyarakat maupun pemerintah dan negara dalam memberikan perlindungan
terhadap anak. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini kembali
dipertegas dalam pasal 64 ayat 1 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban
dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap orang atau pun kalangan
masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan
terhadap anak diberikan sesuai kemampuan masing-masing atau pun sesuai dengan
aturan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.
C. Implementasi UU No. 35 Th. 2014 dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku dan Korban di PN Sungguminasa.
Implementasi UU No.35 Tahun 2014 dapat diketahui berdasarkan keserasian
antara aturan yang ada dalam UU dengan ketetapan yang terdapat dalam putusan
ataupun hasil wawancara penulis. Salah satu contoh implementasi atau penerapan dari
UU No.35 Tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai
pelaku dan korban dapat dilihat dalam putusan No. 08/Pid.Sus/2017/PN.Sgm. Pelaku
dan korban dalam tindak pidana ini adalah anak berusia 14 tahun, sementara
korbannya adalah anak berusia 12 tahun. Dalam wawancara yang penulis lakukan,
Amiruddin menjelaskan putusan mengenai perbuatan cabul yang termasuk dalam
kekerasan seksual.5
5Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
19 Mei 2017.
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Telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak harus diberikan perlindungan dan
diperlakukan khusus. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
dilakukan sesuai dengan ketentuan pada  pasal bahwa anak harus diperlakukan secara
manusiawi sesuai harkat dan martabatnya.6 Perlakuan secara manusiawi sesuai
martabat dan hak anak ini tidak membenarkan adanya hal-hal yang dapat merugikan
apalagi menyiksa anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 64 huruf e “pembebesan dari
penyiksaan. Penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta
merendahkan martabat dan derajatnya”.
Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan bersama Yulianti,
diketahui bahwa salah satu bentuk perlindungan bagi anak sesuai pasal 64 adalah
penjatuhan sanksi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual haruslah tepat.7
Penjatuhan sanksi ini tercatat dalam Pasal 64 huruf f “Penghindaran dari penjatuhan
pidana mati dan/atau pidana seumur hidup” dan g “penghindaran dari penangkapan,
penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu singkat”.
Mengenai hal ini pasal 16 telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai
penjatuhan sanksi bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir”.
Yulianti memberikan penjelasan bahwa upaya terakhir pada pasal 16 merujuk
pada penahanan dan penjara bagi anak pelaku kejahatan. Dikatakan sebagai upaya
terakhir karena setiap anak yang menjadi pelaku kejahatan harus diberikan hukuman
6Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
19 Mei 2017.
7Yulianti Muhidin , Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa,
Wawancara , Gowa,  21 Juni 2017.
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seringan-ringannya termasuk kekerasan seksual. Lebih lanjut Yulianti menjelaskan
bahwa dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan
dari anak selaku pelaku kejahatan dan mengupayakan agar hukuman yang di
dapatkannya hanya berupa pembinaan.
Amiruddin juga memberikan keterangan mengenai penjatuhan hukuman pada
pelaku anak. Beliau menerangkan bahwa apabila seorang anak dijatuhi hukuman
penjara, hal tersebut dikarenakan pelaku anak tersebut telah melakukan perbuatannya
berulang-ulang ataupun pelaku anak telah mendapatkan hukuman sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan ini diketahui bahwa aturan yang mengatakan tidak adanya
hukuman penjara bagi pelaku anak tidak mutlak karena apabila pelaku anak telah
melakukan kejahatan secara berulang-ulang maka pelaku akan dijatuhi hukuman
penjara.
Dalam prakteknya pada putusan No 08/Pid.Sus/2017/PN.Sgm, ditetapkan
bahwa pelaku anak dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan)
bulan dan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II B di
Maros, selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan hukuman ini berdasarkan beberapa
pertimbangan hakim yang salah satunya karena pelaku telah berulang-kali melakukan
perbuatannya. Pada akhirnya dapat penulis katakan bahwa penjatuhan hukuman pada
pelaku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjatuhan putusan berupa penjara diberikan agar anak mendapatkan efek jera
dari apa yang diperbuatnya. Sedangkan untuk pelatihan kerja di lembaga pembinaan
dikarenakan dapat berpengaruh dalam memperbaiki pola pikir anak ataupun tingkah
laku. Pada akhirnya yang diharapkan dari pemberian hukuman ini adalah agar anak
dapat menentukan yang baik dan yang buruk.
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Anak yang menjadi korban atau pun pelaku kekerasan seksual maka harus
dijaga identitasnya. Hal ini tercantum pada pasal 17 “setiap anak yang menjadi
korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan”.8 Menurut Amiruddin apabila identitas korban ataupun pelaku
diketahui oleh masyarakat maka kemungkinan besar labelilasi akan terjadi pada
pelaku ataupun korban.9 Labelisasi ini nantinya dapat menimbulkan trauma
berkepanjangan bagi pelaku terutama bagi korban. Hal ini juga dijelaskan oleh
Yulianti bahwa pelaku atau pun korban kekerasan seksual yang telah dilabelisasi oleh
masyarakat dapat terganggu jiwanya sehingga bisa menimbulkan masalah kejiwaan
yang serius.10
Terkait dengan masalah perahasiaan identitas pelaku dan korban, salah satu
bentuk perahasiaan identitas pelaku dan korban yang dilakukan oleh pengadilan
adalah pada putusan yang dimasukkan dalam web yang dapat diakses oleh
masyarakat tidak ditulisakan nama korban dan pelaku. Dalam putusan yang
dimaksudkan penulis, nama pelaku digantikan menjadi anak dan korban menjadi
saksi korban.
Selain itu Yulianti menjelaskan bahwa dalam proses persidangan, yang dapat
hadir dalam  ruang sidang hanya orang-orang yang berkepentingan dalam
persidangan.11 Amiruddin menambahkan bahwa jika pihak KPAI selaku badan
8Republik Indonesia, Undang-Undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab
III, pasal 17 ayat 2.
9Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
19 Mei 2017.
10 Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 21
Juni 2017.
11Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa,  21
Juni 2017.
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khusus yang didirikan untuk memberikan perlindungan pada anak juga ingin masuk
dalam ruang sidang, maka bisa saja tidak diizinkan karena dianggap tidak
berkepentingan.12
Berdasarkan penjelasan yang diberikan, penulis dapat mengasumsikan bahwa
kerahasiaan identitas dari pelaku dan korban kekerasan seksual sangatlah terjaga. Hal
ini dibuktikan dengan tidak dicantumkannya identitas terdakwa dan korban pada
putusan yang dapat diakses bebas oleh masyarakat. Selain itu dalam proses
persidangan, orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke ruang sidang
sehingga identitas pelaku dan korban tidak diketahui.
Pada pasal 18 diatur mengenai bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan
hukum yang dimaksudkan adalah bantuan berupa advokad untuk pelaku anak,
sedangkan bantuan lainnya dalah bantuan berupa rehabilitasi. Penjelasan dari
Amiruddin pada wawancara yang dilakukan oleh penulis memberikan penjelasan
bahwa untuk bantuan hukum berupa advokad dapat diberikan jika pihak pelaku
menginginkan. Akan tetapi jika pelaku memiliki advokad sendiri maka hal tersebut
juga diperbolehkan. Ini berarti pihak pengadilan hanya berkewajiban memberi
informasi bahwa pelaku anak harus didampingi oleh advokad. Untuk keputusan siapa
yang akan mendampingi dikembalikan kepada pihak pelaku anak. Seperti pada
putusan 08/Pid.Sus/2017/PN.Sgm para pelaku di dampingi oleh advokad Nurzainah
Pagessingi, SH., MH, dan Sarsir MR, SH.
Untuk bantuan lainnya berupa rehabilitasi sebagaimana yang terdapat pada
pasal 64 huruf c, menurut Yulianti dapat diberikan ketika penuntut umum yang dalam
12Amiruddin Mahmud, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
19 Mei 2017.
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hal ini adalah jaksa anak meminta diberikannya rehabilitasi pada korban dalam surat
dakwaannya. Selanjutnya, apabila hakim mengabulkan maka pemberian bantuan
rehabilitasi akan disebutkan dalam putusan. Ada pun dalam putusan yang menjadi
acuan penulis, tidak terdapat pemberian rehabilitasi pada korban kekerasan seksual
yang dimaksud.
Menanggapi hal tersebut Yulianti menjelaskan bahwa, seorang hakim anak
akan memberikan rehabilitasi apabila jaksa menyebutkan hal tersebut dalam
dakwaannya.13 Dengan kata lain, seorang hakim hanya akan mengabulkan
permohonan sesuai dengan apa yang dimohon. Yulianti memberikan tambahan
penjelasan bahwa selain berdasarkan permohonan jaksa anak, hakim juga
mempertimbangkan kondisi psikologi dari anak sebelum mengabulkan permohonan
rehabilitasi.
Berdasarkan penjelasan dari Yulianti serta putusan dalam kasus tersebut maka
penulis berkesimpulan bahwa tidak adanya rehabilitasi bagi korban disebabkan
karena jaksa anak tidak mengajukan permintaan untuk hal tersebut. Hal ini
memungkikan hakim anak untuk tidak memutuskan pemberian rehabilitasi bagi
korban. Selain itu, tidak adanya rehabilitasi juga didasarkan pada kehendak keluarga
korban serta kondisi psikis anak yang tidak menunjukkan gejala trauma yang
disebutkan pada hasil pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.
Pada proses pemeriksaan perkara oleh hakim, terdapat petugas khusus yang
bertugas mendampingi anak. Ketentuan ini disebutkan pada pasal 64 tentang
“pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak”.
13 Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 21
Juni 2017.
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Menurut keterangan yang diberikan Amiruddin kepada penulis, anak yang
berhadapan dengan hukum sebagai tersangka juga harus diberikan pendampingan
sejak perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Pendampingan yang dimaksudkan
di sini adalah pendampingan dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) dan juga advokad.
Pendamping yang dalam hal ini adalah pihak BAPAS menurut pasal 64
bertugas untuk memantau dan mencatat terus menerus perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut, Yulianti menjelaskan bahwa pihak BAPAS
bertugas untuk memantau perkembangan dan perilaku anak selama dalam
pemeriksaan perkara.14
Pemantauan yang dilakukan oleh pihak BAPAS ini bertujuan untuk
memberikan laporan mengenai prilaku anak dalam masyarakat sebelum terjadinya
tindak pidana. Selain itu, Yulianti juga memberikan keterangan bahwa pemantauan
juga dilakukan selama perkara yang melibatkan anak tersebut diperiksa. Pihak
BAPAS akan mengunjungi masyarakat tempat anak tinggal dan melakukan
penelitian. Yulianti menambahkan bahwa ketika pihak BAPAS melakukan penelitian
terhadap anak maka cara yang dilakukan bisa sembunyi-sembunyi atau pun terang-
terangan dalam meneliti masalah.15 Cara yang dilakukan ini tergantung pada pihak
BAPAS akan melakukan penelitian terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.
Pada putusan yang penulis teliti, pihak BAPAS melakukan penelitian terhadap
para pelaku anak. Dalam penelitian tersebut pihak BAPAS melakukan wawancara
pada orang tua pelaku mengenai masalah yang menimpa anak mereka. Pada
14Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 21
Juni 2017.
15Yulianti Muhidin, Hakim  Anak Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 21
Juni 2017.
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laporannya pihak BAPAS memberikan keterangan bahwa faktor utama yang
menyebabkan pelaku anak melakukan hal tersebut karena seringnya melihat adegan
porno.
Penelitian yang dilakukan pihak BAPAS menurut Amiruddin menjadi salah
satu penunjang dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Hal ini tentu saja karena
dengan penelitian yang dilakukan, maka hakim dapat mengetahui prilaku serta
kebiasaan anak tersebut dalam masyarakat. Untuk pembacaan laporan dari BAPAS
ini, dilakukan saat persidangan yaitu setelah dibacakanya dakwaan. Pada putusan No.
08/Pid.Sus/2017/PN.Sgm pendampingan oleh pihak BAPAS diwakili oleh Ridha
Suryadin M, S.S.
Pada prakteknya, sarana dan prasara anak dibedakan dengan orang dewasa.
Pada proses persidangan anak disidangkan di ruang khusus sidang anak yang tertutup
bagi khalayak umum. Amiruddin memberikan tambahan  bahwa apabila ruang
khusus untuk anak itu tidak ada maka dapat menggunakan ruangan lain dengan syarat
tertutup untuk umum.
Dalam proses persidangan yang dilaksanakan untuk anak, baik itu jaksa,
hakim, advokad, panitera, maupun pihak BAPAS adalah orang-orang yang kompeten
di bidangnya. Menurut Amiruddin kompetennya dibidangnya maksudnya adalah
oarang-orang yang terbiasa menangani masalah anak. Penjelasan ini dipertegas oleh
Yulianti bahwa baik jaksa maupun hakim harus mengikuti pelatihan sebagai hakim
atau pun jaksa anak dan memiliki sertifikat untuk kompetensi tersebut.
Selain itu, dalam pelaksanaan persidangan anak, hakim, jaksa, advokad dan
panitera tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan. Amiruddin
menjelaskan bahwa dalam proses persidangan untuk anak tidak ada yang
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diperkenankan menggunakan atribut persidangan. Selain itu, Yulianti menambahkan
bahwa bahkan bahasa yang digunakan dalam persidangan berbeda dengan bahasa
yang digunakan dalam sidang biasa.
Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis menanggapi bahwa hal tersebut sudah
seharusnya dilakukan. Perlakuan terhadap anak tentulah berbeda dengan perlakuan
terhadap orang dewasa. Untuk itu, pemberian penangan khusus untuk anak baik
sarana maupun prasarana seperti yang telah dijelaskan adalah hal yang benar dan
sesuai bagi anak.
Hal penting lain yang dapat diungkapkan sebagai hasil dari penelitian yang
dilakukan adalah terkait dengan pasal 69. Pasal ini membahas tentang dua upaya yang
dapat dilakukan dalam melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.
Upaya tersebut adalah a). Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan b).
pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Upaya pertama yakni Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan menurut
Yulianti, dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan atau pun seminar mengenai
masalah kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, Yulianti menjelaskan bahwa upaya
ini seringkali dilakukan pengadilan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Upaya kedua yakni, Pemantauan dan pelaporan dapat dilakukan oleh setiap
elemen masyarakat. Peranan masyarakat pada upaya ini sangat dibutuhkan
Masyarakat dapat memantau lingkungan sekitarnya dan segera melaporkan apabila
terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Sementara untuk pemberian sanksi maka
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yang berhak melakukan hal tersebut adalah badan hukum baik pengadilan, maupun
kepolisian.
Terkait dengan penjelasan di atas pasal 69 huruf b, lebih lanjut menegaskan
bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Hal ini membuktikan bahwa setiap
orang tidak hanya dilarang untuk melakukan kekerasan tetapi juga menjadi kewajiban
setiap orang untuk mencegah orang lain melakukan kekerasan.
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Seksual dalam yang
Melibatkan Anak.
Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban
tidak hanya dibahas dalam hukum positif. Hukum Islam sebagai salah satu hukum
yang ada di Indonesia memiliki pandangan mengenai hal ini. Akan tetapi antara
Hukum Positif dan Hukum Islam terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman
yang diberikan pada pelaku kekerasan seksual.
Aturan hukum positif yang mengatur masalah kekerasan seksual yang
melibatkan anak sebagai pelaku menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan pada
pelaku haruslah sanksi yang ringan. Pemberian sanksi yang ringan bagi pelaku anak
disebabkan karena banyak pertimbangan yang dibuat oleh hakim. Salah satu yang
menjadi pertimbangan utama adalah kondisi psikis anak.
Berdasarkan putusan yang penulis teliti, pelaku anak didakwa dengan pasal 82
Jo. Pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014. Pada pasal yang didakwakan, hukuman
maksimal yang diberikan adalah 15 tahun penjara dan hukuman minimal adalah 5
tahun penjara. Akan tetapi pada putusan, hakim memberikan hukuman pada pelaku
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anak berupa hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan pelatihan kerja selama 6
bulan.
Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam memberikan hukuman yang
membuat pelakunya jera agar tidak mengulangi perbuatannya, Termasuk kejahatan
yang berhubungan dengan seksual. Dalam hukum Islam, pelaku kejahatan seksual
akan dihukum dengan hukuman hadd16 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Telah diijelaskan bahwa hukuman hadd diberikan bagi pelaku perzinahan baik
muhsan17 maupun gairhu muhsan18. Hukuman bagi penzina muhsan adalah hukuman
rajam, sedangkan bagi penzina ghairu muhzan hukumannya adalah jilid seratus kali
dan juga pengasingan selama setahun. Hukuman hadd bagi penzina ini bisa saja
berubah menjadi ta’zir19 apabila ada unsur subhat atau tidak memenuhi syarat.
Terkait dengan masalah kekerasan seksual yang menjadi acuan peneliti, pada
dasarnya pelaku sudah tidak tergolong kategori anak. Hal ini kerena, dalam aturan
hukum Islam anak adalah seorang yang belum mimpi bagi laki-laki dan belum haid
bagi perempuan atau belum mencapai 15 tahun. Akan tetapi, berdasarkan putusan No.
08/Pid.Sus/2017/PN.Sgm diketahui bahwa pelaku anak telah mimpi yang dengan kata
lain telah baligh.20
Hukuman yang harusnya diberikan adalah hukuman hadd bagi penzina
ghairu muhsan, akan tetapi pelaku dan korban anak belum melakukan persetubuhan
16Hadd merupakan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah.
17Muhsan artinya pelaku zina yang telah menikah.
18Ghairu muhsan artinya pelaku Zina yang belum menikah.
19Ta’zir merupakan hukuman yang belum ada ketentuanny dalam Al-Quran dan Sunnah.
20Baligh berarti telah mencapai usia dewasa dalam ketentuan Hukum Islam yaitu telah mimpi
bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan, atau telah mencapai usia 15 tahun.
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sehingga syarat dari dilakukannya hukuman hadd tidak terpenuhi. Hal ini
menyebabkan berubahnya hukuman yang dikenakan pada pelaku anak menjadi
hukuman ta’zir.
Hukuman ta’zir yang diberikan pada anak pelaku kekerasan seksual adalah
jilid yang kadar jilidnya lebih ringan dari hukuman hadd. Kadar jilid ini juga
ditentukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah hakim dan tidak melebihi
sepuluh kali dera.
Pemberian sanksi jilid ini dejelaskan pada salah satu hadis Rasulullah saw,21
yaitu:
 ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ َلﻮُﺳَر َﻊِﻤَﺳ ُﮫﱠَﻧأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﱢيِرﺎَﺼْﻧ ََْﻷا َةَدُْﺮﺑ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
 ِ◌ﮫَْﯿﻠَﻋ ٌَﻖﻔﱠﺘُﻣ ( ِ ﱠَﷲ ِدوُﺪُﺣ ْﻦِﻣ ﱢﺪَﺣ ِﻲﻓ ﱠِﻻإ ,ٍطاَﻮَْﺳأ ِةَﺮَﺸَﻋ َقَْﻮﻓ َُﺪﻠُْﺠﯾ َﻻ ) :ُلُﻮﻘَﯾ ﻢﻠﺳو
Artinya:
Dari Abi Burdah al-Anshari  bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda“tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukumanyang telah ditentukan Allah swt (HR. Muttafaqqun Alaihi).
Hadis di atas menjelaskan bahwa batas hukuman ta’zir yang tidak boleh lebih
dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan adanya
batas hukuman seperti itu, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan
mana yang termasuk jarimah ta’zir.
Selain itu, hukuman tambahan juga bisa diberikan berupa penjara,
pengasingan, atau pun hukuman ta’zir lainnya yang lebih ringan dari hukuman hadd.
Hal ini bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulang perbuatannya. Selain itu,
sanksi ini juga bertujuan agar masyarakat tidak melakukan hal serupa.
21Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, “Subul Al-Salam”, dalam Hamzah Hasan, Hukum





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Aturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia dibahas pada UU
No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 tahun 2014
tentang perlindungan anak. Aturan ini memberikan penjelasan mengenai
perlindungan anak secara jelas, baik hak, kewajiban dan segala hal yang
berhubungan dengan anak.
2. Implementasi dari UU No. 35 tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual
yang melibatkan anak di pengadilan negeri sengguminasa dilaksanakan
dengan semestinya atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik pelaku
ataupun korban anak telah diberikan perlindungan sesuai ketentuan yang
berlaku. Jika terdapat perbedaan antara ketetapan dalam undang-undang dan
implementasinya, maka hal tersebut dilakukan oleh pihak pengadilan dengan
berbagai pertimbangan.
3. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual yang melibatkan anak dikategorikan
jarimah yang dihukum dengan ta’zir. Hukuman takzir ini diberikan berupa
penjilidan yang jumlah jilidnya ditentukan oleh pemerintah dan tidak lebih
dari sepuluh kali dera. Selain itu takzir juga memberikan hukuman berupa
penjara, pengasingan, atau pun hukuman takzir lainnya yang hukumannya
lebih ringan dari hukuman hadd.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini maka, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dan ditingkatkan pelaksaannya baik oleh pemerintah sebagai penentu
kebijakan, pelaksanakan hukum, serta masyarakat secara luas:
1. Mengingat pentingnya masalah kekerasan seksual maka, perlu adanya
pemberian sosialisasi tersistematis dan berkesinambungan yang melibatkan
setiap elemen masyarakat mengenai kekerasan seksual.
2. Perlu pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan antara hukum positif
dan hukum Islam mengenai masalah kekerasan seksual agar masyarakat
memahami secara benar hal ini karena keduanya bertujuan untuk
memperbaiki masa depan anak.
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